ANALISIS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK

ELEKTRONIK (E-KTP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN





GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
4.1 Visi Dan Misi Disdukcapil Kota Dumai 
A. Visi 
 Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dab 
mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Dumai mempunyai Visi : 
 
 
 Makna dari Visi tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berkeinginan menjadi Instansi Profesional 
dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi yang diinginkan dalam 
Visi dimaksud adalah dapat mewujudkan terkendalinya Pertumbuhan dan 
Mobilitas Penduduk serta tertibnya Administrasi Kependudukan. 
 Sejalan dengan Visi Kota Dumai, maka diharapkan untuk masa yang akan 
datang Pembangunan Kota Dumai di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
diantaranya mengacu kepada peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur dan 
menata lingkungan. 
Tujuan penetapan Visi tersebut adalah : 
a. Mewujudkan pengendalian kependudukan dan pencatatan sipil. 
 
 
“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 




b. Mewujudkan ketersediaan data penduduk yang valid. 
c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 
pengendalian kependudukan dan pencatatan sipil. (LAKIP Disdukcapil 
Tahun 2015) 
B. Misi 
 Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai mempunyai Misi yang jelas 









Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu 
Organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian 
tersebut. 
 Berdasarkan atas analisa faktor kunci keberhasilan (CSF) maka dapat 
ditentukan faktor penentu keberhasilan (FKK) sebagai berikut : 
Misi I : Meningkatakan Tertib Administrasi Kependudukan dan 
   Pencatatan Sipil. 
Misi II : Meningkatkan Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan       
 dan Pencatatan Sipil. 
Misi III : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasana 
 Kerja Guna Memenuhi Standar Pelayanan Prima. 
Misi IV : Meningkatkan Sosialisasi Produk Hukum Tentang 
Adminitrasi.  Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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1. Tingkatkan kemampuan pegawai dengan dukungan komitmen Pemerintah 
Daerah. 
2. Terapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 
3. Memanfaatkan Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk. 
4. Tingkatkan pemberdayaan Institusi Masyarakat. (LAKIP Disdukcapil 
Tahun 2015) 
4.2 Tujuan Disdukcapil  
 Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas 







4.3 Sasaran Disdukcapil  
 Sasaran Organisasi merupakan bagian yang Integral dalam proses 
perencanaan Strategis Organisasi. Sasaran - sasaran Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Dumai dirumuskan untuk masing – masing tujuan yang 
telah ditetapkan.  
 
1. Mewujudkan pengendalian Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
2. Mewujudkan ketersediaan Data Penduduk yang Valid. 
3.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 





1. Terlaksananya tertib system informasi administrasi kependudukan (SIAK) 
2. Memberikan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan 
ketentuan 
3. Tersedianya Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid 
4. Tersosialisasinya Produk Hukum tentang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. 
 Adapun sasaran Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
menurut Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2008 tentang penetepan Indikator 
Kinerja Utama Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut : 
1. Jumlah penduduk yang memiliki KTP 
2. Jumlah penduduk yang memiliki KK 
3. Jumlah penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran 
 Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai  untuk 
mendukung tujuan dan sasaran, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut : 
1) Mengembangkan sarana sistem informasi kependudukan dan pencatatan 
sipil yang lebih up to date/canggih one touch SIM. 
2) Komitmen untuk melayani masyarakat secara mudah, dan profesional 
dalam pengendalian penduduk (pelayanan prima). 
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3) Pengembangan pengetahuan keterampilan sumber daya manusia secara 
periodic dan sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan pada Dinas 
Kependudukan ddan Pencatatan Sipil Kota Dumai. 
4) Penyajian data dan pemetaan tentang Kependudukan yang valid. Up to 
date dipercaya dan dapat dapat dipertanggung jawabkan. 
4.4 Gambaran Umum Organisasi 
Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan 
Daerah Kota Dumai Nomor :16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Daerah sebagai suatu Lembaga Perangkat Daerah yang bersifat teknis yang 
mempunyai kewenangan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
 Untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut, maka ditetapkan 
Peraturan Walikota Dumai Nomor :26 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan 
Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sebagai 
pedoman bagi Satker untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 
4.5 Tugas Fungsi dan Kewenangan 
 Untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan 
mengendalikan serta melaksanakan kewenangan dibidang Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil serta memenuhi tugas dan fungsinya diperlukan keterpaduan 
langkah dan koordinasi yang dinamis. 
 Adapun tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 






 Dalam rangka menyelesaikan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik dibidang Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil. 
b. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknis dibidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
c. Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. 
















Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan 




















 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh : 
a) Lingkungan Internal 
 Faktor lingkungan internal menjadi salah satu penentu keberhasilan 
Organisasi dalam melaksanakan rencana kerja untuk mencapai misi Dinas 
Kependudukan dan Pencatata Sipil Kota Dumai. 













Dinas Kependudukan dan 





 Dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai memiliki Personil 
sebagai Berikut : 
 Golongan IV : 5 ( Lima ) Orang 
 Golongan III : 13 ( Tiga Belas ) Orang 
 Golongan II :  8 ( Delapan ) Orang 
 Pegawai Honorer :  26 (Dua Puluh Enam Orang) Orang, 
belum   masuk Data Base 
 Adapun jenjang pendidikan formalnya adalah : 
 S2 : 2   (dua) Orang 
 S1 : 14 (empat belas) Orang 
 D3 : 3   (tiga) Orang 
 SLTA : 7   (tujuh) Orang 
 Dalam memenuhi Struktur Organisasi yang ada semestinya Dinas 
ini didukung oleh Personil yang ideal adalah sebanyak ± 40 orang, namun 
pada saat ini personil yang ada hanya berjumlah 26 Orang dengan rincian 
sebagai berikut: 
 Gol. IV/a : 5 (lima) Orang 
 Gol III/d : 3 (tiga) Orang 
 Gol III/c : 6 (enam) Orang 
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 Gol III/b : 2 (dua) Orang 
 Gol III/a : 2 (dua) Orang 
 Gol II/d : 1 (satu) Orang 
 Gol II/c : 2 (dua) Orang 
 Gol II/b : 4 (empat) Orang 
 Gol II/a : 1 (satu) Orang 
2. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Dumai belum memadai untuk menunjang kegiatan 
Rutin dan Pembangunan pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 
Kota Dumai, untuk itu perlu ditingkatkan dengan membangun (satu) unit 
kantor yang refresentatif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat 
ditingkatkan. Sarana dan Prasarana mendukung pelaksanaan tugas. (LAKIP 
Disdukcapil Tahun 2015) 
3. Peraturan 
 Dalam mengemban tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
kota Dumai didukung oleh beberapa peraturan : 
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan. 
- Perda Kota Dumai No. 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas  Daerah. 
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- Peraturan Walikota Dumai No.26 Tahun 2008, tentang Tugas, Fungsi, dan 
uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Dumai. 
- Perda Kota Dumai No.6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil. 
b) Lingkungan Eksternal  
Lingkungan Eksternal juga menjadi Penting dalam rangka 
memperlancar pelaksanaan tugas antata lain: 
1. Koordinasi antar Instansi DPRD, (Badan/Dinas/kantor, baik ditingkat 
Pemerintah Kota Dumai maupun ditingkat pemerintah Provinsi), camat 
dan kelurahan. 
2. Koordinasi StakeHolders (LSM dan organisasi Kemasyarakatan lainnya 
yang bergerak dibidang kependudukan dan pencatatan Sipil). 
3. Mobilitas Penduduk yang tinggi. 
4.6 Struktur Organisasi 
 Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai memiliki struktur sebagai 
berikut : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat, yang membawahi : 
a. Sub Bagian Administrasi dan Umum 
b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan  




3. Bidang Kependudukan, yang membawahi : 
a. Seksi Pendaftaran Penduduk 
b. Seksi Mobilitas dan Pengendalian 
4. Bidang Pencatatan Sipil, yang membawahi : 
a. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian 
b. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian 
5. Bidang Data dan Informasi, yang membawahi : 
a. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data 
b. Seksi Pelayanan Informasi 
4.7 Uraian Tugas Disdukcapil 
1. Kepala Dinas  
 Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 
2. Tugas dan Fungsi Sekretariat 
Tugas Sekretariat 
 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijaksanaan, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi 
dan umum serta program, evaluasi dan pelaporan. 
Fungsi Sekretariat : 






b. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian; 
c. Penyiapan bahan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan 
protocol; 
d. Penyiapan bahan penyusunan rencana kelengkapan dan 
investarisasi barang; 
e. Penyiapan bahan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan; 
f. Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; 
g. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 
 Sekretariat terdiri dari : 
1) Subbagian Administrasi dan Umum 
a. Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan dan 
kearsipan, pengadaan, pemeliharaan barang perlengkapan, 
rumah tangga, dan pengelolaan barang dan investaris. 
b. Uraian tugas : 
 Melakukan pengumpulan bahan peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk 
teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan 




 Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan 
data serta informasi yang berhubungan dengan urusan 
ketatausahaan, kearsipan, rumah tanggga dan 
perlengkapan; 
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketatausahaan, 
kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan; 
 Melakukan inventarisasi permasalahan – permasalahan 
dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
 Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 
sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
 Melakukan penyiapan bahan penyelengaraan urusan 
surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan; 
 Melakukan penyiapan bahan perpustakaan, hubungan 
masyarakat dan protocol; 
 Melakukan penyiapan bahan perlengkapan dan rumah 
tangga; 








 Melakukan penyiapan tugas – tugas lain yang diberikan 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 
a. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, monitoring, 
dan pembinaan pelaksanaan program, dan pelaporan serta 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian program jangka 
pendek, menengah dan jangka panjang sektor kependudukan 
dan pencatatan sipil. 
b. Uraian tugas : 
 Melakukan penyiapan pengumpulan bahan peraturan 
perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan 
petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan 
pelaporan. 
 Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan 
data serta informasi yang berhubungan dengan 
penyusunan program, evaluasi dan pelaporan 
 Melakukan penyiapan perumusan pedoman dan 




 Melakukan inventarisasi permasalahan-permaslahan 
dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah. 
 Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 
sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan 
rencana/program dan kegiatan jangka panjang, 
menengah, pendek berupa rencana stratejik organisasi. 
 Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan 
evaluasi serta penyusunan laporan. 
 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai 
dengan lingkup tugasnya. 
3) Subbagian Kepegawaian  
a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian. 
b. Uraian tugas : 
 Melakukan penyiapan pengumpulan bahan peraturan 
perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan 
petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pembinaan, pengendalian dan 
bimbingan administrasi kepegawaian; 
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 Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan 
data serta informasi yang berhubungan dengan 
kepegawaian; 
 Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan 
kepegawaiaan dan penyiapan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 
 Melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pengolahan, 
penyimpanan, dan pemeliharaan data kepegawaian; 
 Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit 
kerja terkait; 
 Melakukan penyiapan penyusunan pelaporan tertulis 
secara periodic atas pelaksanaan tugas; 
 Melakukan penyiapan administrasi pegawai untuk 
mengikuti diklat struktural dan teknis fungsional; 
 Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Tugas dan Fungsi Bidang Kependudukan 
 Tugas Bidang Kependudukan  
  Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, 
perumusan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta bimbingan 




 Fungsi Bidang Kependudukan : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan administrasi 
kependudukan; 
b. Penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan penerbitan surat 
keterangan perubahan status kewarganegaraan; 
c. Penyiapan bahan perumusan penetapan buaya pelayanan 
administrasi kependudukan 
d. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, pembinaan dan 
bimbingan pengelolaan dan pengawasan mobilitas kependudukan; 
e. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup 
tugasnya. 
 Bidang Kependudukan terdiri dari : 
1) Seksi Pendaftaran Penduduk 
a. Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi 
kependudukan, penetepan biaya pelayanan administrasi 
kependudukan. 
b. Uraian tugas : 
 Melakukan pengumpulan bahan administrasi 
kependudukan; 
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman 




 Melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan 
pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas 
pendaftaran, pengolahan data, pemberian Nomor 
Induk Kependudukan dan penerbitan Kartu 
Keluarga; 
 Melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan 
pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas 
pendaftaran, pengolahan data, pemberian Kartu 
Tanda Penduduk; 
 Melakukan penetepan biaya pelayanan pengurusan 
administrasi register kependudukan; 
 Melakukan pengumpulan bahan penetepan biaya 
pelayanan administrasi kependudukan; 
 Melakukan inventarisasi permasalahan-
permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 
pemecah masalah. 
2) Seksi Mobilitas dan Pengendalian 
a. Seksi Mobilitas dan Pengendalian mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, 
pengedalian dan pegawasan mobilitas kependudukan, 
pengkoordinasikan dan mensistemasikan mobilitas 
penduduk. 
b. Uraian tugas : 
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 Melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan 
pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas 
pendaftaran serta pengelolaan mutasi data 
penduduk; 
 Melakukan pengelolaan dan pengawasan mobilitas 
penduduk; 
 Melakukan pengumpulan bahan penetapan biaya 
pelayanan administrasi mutasi kependudukan; 
 Melakukan inventarisasi permasalahan-
permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 
pemecah masalah; 
 Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait 
sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai 
dengan lingkup tugasnya. 
4. Tugas dan Fungsi Bidang Pencatatan Sipil 
Tugas Bidang Pencatatan Sipil 
 Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengawasan 
penyelenggaraan dan penertiban akta catatan sipil, penetepan biaya 
pelayanan administrasi Pencatatan Sipil. 
Fungsi Bidang Pencatatan Sipil : 
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a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan administrasi pencatatan 
sipil; 
b. Penyiapan bahan perumusan penetepan biaya pelayanan 
administrasi pencatatan sipil; 
c. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, pembinaan dan 
bimbingan pengelolaan dan pengawasan pencatatan sipil; 
d. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup 
tugasnya. 
 Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 
1) Seksi Kelahiran, Pengakuan Anaka dan Kematian 
a. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian 
mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, 
pengendalian dan pengawasan kelahiran, pengakuan anak 
dan kematian. 
b. Uraian tugas : 
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman 
dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan 
pembuatan Akta Kelahiran, Pem=ngakuan Anak 
dan Kematian; 
 Melakukan penyiapan bahan pencatatan Kelahiran, 
Pengakuan Anak dan Kematian, pendaftaran, 
pemeriksaan dan penelitian berkas, pengelolaan 
data, penerbitan Akta Kelahiran bagi Warga Negara 
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Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) 
serta pencatatan dan pemberian Surat Keterangan 
pelaporan kelahiran dan kematian di dalam dan luar 
negeri; 
 Melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan 
pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas 
pendaftaran, pengelolaan data kelahiran, kematian 
dan pengakuan anak; 
 Melakukan penyiapan pengumpulan bahan 
penetapan biaya pelayanan pencatatan Kelahiran, 
Pengakuan Anak dan Kematian; 
 Melakukan inventarisasi permasalahan-
permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 
pemecah masalah; 
 Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi 
terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai 
dengan lingkup tugasnya. 
2) Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian 
a. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian 





pengendalian dan pengawasan perkawinan, pengesahan 
anak dan perceraian. 
c. Uraian tugas : 
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman 
dan petunjuk teknis pembinaan pencatatan 
perkawinan, pengesahan anak dan perceraian; 
 Melakukan penyiapan bahan perceraian dan 
pendaftaran, pemeriksa dan penelitian berkas 
pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta 
Perkawinan dan Akta Perceraian bagi warga Negara 
Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA); 
 Melakukan penyiapan bahan pencatatan dan 
pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas 
pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta 
Pengesehan Anak bagi Warga Negara Indonesia 
(WNI) dan Warga Negara Asing (WNA); 
 Melakukan penyiapan pencatatan dan pendaftaran, 
pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, 




 Melakukan penyiapan pengumpulan bahan 
penetapan biaya pelayanan pencatatan perkawinan, 
pengesahan anak dan perceraian; 
 Melakukan inventarisasi permasalahan-
permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 
pemecah masalah; 
 Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi 
terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai 
dengan lingkup tugasnya. 
5. Tugas dan Fungsi Bidang Data dan Informasi 
Tugas Bidang Data dan Informasi 
 Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan, perumusan, pembinaan, pengendalian serta menkoordinasikan 
kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, informasi yang berhubungan 
dengan kependudukan dan pencatatan sipil. 
Fungsi Bidang Data dan Informasi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana umum kebijaksanaan bidang 
pengolahan data dan informasi. 
b. Penyiapan bahan petunjuk, bimbingan pelaksanaan tugas 
pengolahan data dan informasi. 
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c. Penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian laporan hasil 
pendataan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 
d. Penyajian data dan informasi yang berhubungan dengan 
kependudukan dan pencatatan sipil. 
e. Pengelolaan sistem pemeliharaan jaringan dan informasi 
kependudukan. 
f. Koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang 
tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
g. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup 
tugasnya. 
 Bidang Data dan Informasi terdiri dari : 
1) Seksi Pengolahan dan Penyimpana Data 
a. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan pengelolaan data 
kependudukan dan penvcatatan sipil. 
b. Uraian tugas : 
 Melakukan penyimpanan bahan pendaftaran dan 
pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas 
pendaftaran serta pengelolaan data penduduk dan 
pencatatan sipil; 
 Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data 
yang berhubungan dengan bidang Kependudukan 





 Melakukan inventarisasi permasalahan-
permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 
 Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi 
terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai 
dengan lingkup tugasnya. 
 
2) Seksi Pelayanan Informasi 
a. Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas 
mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan 
kebijaksanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, 
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis sistem penyampaian informasi. 
 
b. Uraian tugas : 
 Memberikan layanan terhadap kebutuhan data 
bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
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 Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, 
pedoman dan petunjuk teknis dibidang 
kependudukan dan pencatatan sipil; 
 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan 
yang berhubungan dengan bidang informasi 
kependudukan, pencatatan sipil serta menyiapkan 
bahan petunjuk pemecah masalah; 
 Melakukan penyajian dan pendristibusian data dan 
informasi dibidang kependudukan dan pencatatan 
sipil; 
 Megevaluasi dan menganalisa segala kegiatan yang 
berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan 
sipil; 
 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai 
dengan lingkup tugasnya. (Peraturan Walikota 
Dumai Nomor 26 Tahun 2008) 
 
